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PANDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam usaha untuk
mengurangi kesenjangan sosial dan mengembangkan rasa kepedulian sosial adalah
melalui pemberian atau hibah. Menurut ajaran Islam, hibah merujuk pada

perpindahan h atas suatu benda tanpa persyaratan ganti rugi, yang

kepemil tindakan ini jdikendllls jaman. @Demikian pula, ketika
seseorang | berikan bau Ha tanpa ekspektasi
pengembalian V@ a erjadi dalam transaksi
bz MMG hak kepemilikan atas

p.pemberi hibah, hal ini dikenal

suatu harta diberikan setela

sebagai wasiat.
Hibah secara sah hanya terwt formal, dan
tindakan pemberian hibah akan terlaksana hanya seteélai mendapatkan izin dari
penerima hibah. Namun, tidak jarang situasi di mana pemberian hibah menimbulkan
masalah, terutama dalam konteks warisan. Permasalahan terkait hibah dan
pembagian waris masih kerap menjadi sumber konflik di masyarakat. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep waris. Meskipun

dalam pandangan ilmu pengetahuan, isu-isu waris dan hibah mungkin

dianggap sebagai bagian yang biasa dalam kehidupan, namun begitu muncul



perselisinan di tengah masyarakat, seringkali mereka tidak tahu bagaimana cara
menyelesaikannya secara damai. Hasilnya, konflik tersebut berpotensi berujung
pada penyelesaian melalui proses hukum, yang membawa masalah tersebut ke
pengadilan.?

Sengketa mengenai hibah dan waris sering kali muncul di antara saudara atau
ahli waris, yang bisa merusak hubungan mereka. Ini tak dapat diabaikan, karena

masalah harta dalam konteks warisan seringkali memiliki kepentingan pribadi bagi

an lagi, kekurangan

valnya tidak tertarik untuk

ﬁrﬁ Gdan dalam  suasana

mengatasi

kekeluargaan.?Pema ), Masyarakat tentang hubungan antara hibah dan warisan
seringkali berbeda, dan perbeC ebagai solusi
terbaik dalam kasus sengketa warisan, gat dianjurkan

Pendekatan damai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong menjaga
hubungan keluarga, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 1, yang
menekankan pentingnya silaturahmi. Pendekatan damai ini biasanya dilakukan

melalui mediasi, yang merupakan cara yang efektif, efisien, dan dapat mencegah

L Ali Zainuddin,. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: SinarGrafika,
2008 ,him.15

2 Muhammad Saifullah, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, Cetakan Pertama,
Yogyakarta: Ull Press, 2015 him. 205



kasus tersebut berakhir di pengadilan. * Masalah warisan yang juga terkait dengan
hibah diatur dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mengatur
transfer kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan ahli waris, dan bagian
warisan mereka. Kaitannya dengan hibah terjadi ketika seseorang memberikan
hibah kepada individu lain. Saat pemberi hibah meninggal, penerima hibah menjadi
pewaris. Meskipun begitu, hukum adat memiliki perspektif yang berbeda, di mana

peralihan kepemilikan harta bisa dimulai selama pewaris masih hidup, tanpa harus

alternatif yang dapat di menyelesaikan konflik dalam pembagian

warisan.

Selama tidak ada ahli waris yang memperma mengajukan protes
terhadap hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan
yang belum dihibahkan dapat dibagi di antara semua ahli waris sesuai dengan porsi
atau bagian masing-masing dari warisan tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada

perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak ahli waris yang lain, maka pembagian

warisan dapat berlangsung dengan adil sesuai dengan hak masing-masing ahli

3 Sri Wahidah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di
Indonesia,Ctk. Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2007, him. 80



waris.*

Tetapi, jika terdapat ahli waris yang mempertanyakan atau mengajukan
keberatan terhadap hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka hibah
tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Dalam hal ini, perlu
dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai hibah yang telah diterima dan porsi
warisan yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris. Jika ternyata nilai hibah

yang telah diterima masih kurang dari porsi warisan yang seharusnya mereka terima,

kekayaannyasemasa hidupnya har
1. Mencapai usia dewasa.
2. Menunjukkan kesehatan mental yang baik.
3. Memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap tindakannya.
4.  Hibah dapat dilakukan oleh individu laki-laki maupun perempuan.

5. Tidak ada larangan melakukan hibah akibat status perkawinan.

4 Sekar Maya, Hukum Waris Kekeluargaan Adat, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2013, him. 30-35

Dede Ibin, Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewwarisan, Dikutip dari _www. b ad ilag .
n et , Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB
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Masalah warisan, terutama sehubungan dengan hibah, menjadi menarik
untuk diselidiki secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah
praktik hibah yang telah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,
terutama dalam hukum yang berkaitan dengan hibah dan waris. Hal ini penting
agar tidak muncul konsekuensi yang sulit dihadapi di masa depan, yang justru
dapat menyulitkan para waris dalam penyelesaiannya.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulis, penulis mencantumkan dua hasil

penelitiangebe

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, gugat 1V. Penggugat
menggugat para Tergugat dalam konteks masalah pembagian warisan.
Penggugat menuntut pembagian hak warisnya. Berdasarkan penelitian ini,
dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, "hibah yang
diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari
harta warisan." Penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 211 tersebut bukan

berarti suatu keharusan, melainkan menjadi opsi yang relevan ketika terjadi

sengketa dalam warisan. Namun, jika tidak ada perselisihan antara



ahli waris, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak berlaku.®

2. Sri Wahidah, Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Palu
Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal). Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (lain) Palu, 2019. Hasil penelitian ini
mengungkapkan bahwa Tergugat | telah melakukan hibah kepada Tergugat

Il yang melibatkan sebidang tanah seluas 290 m2 beserta bangunan yang
berdiri di atasnya. Tanah ini terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan

. yerahan ini terjadi dengan kehadiran Turut

gugat, yang bertindak sebaga%at Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan

pakan-anak-kandung dari Tergugat |, tidak

t bahwa hibah ini tidak

asi-Hukum Islam.’

Berdasarkan ura L Akﬂe&uatan penelitian yang

berjudul Tinjauan Hu adap Hibah Tanah Yang DisengketakanDan
Dikuasai Oleh Para Ahli

Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusa

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pemberian hibah tanah menurut Kompilasi Hukum

¢ Maulana Handisyah Mulia, Hibah Orang Tuan Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn), Skripsi Sarjana,
Universitas Muhammadiyyah Sumatra Utara Pada Tahun 2021.

7 Sri Wahidah, Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu kelas IA (Studi Kasus
Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palu, 2019, Diakses pada tanggal 24 Maret 2023



Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hibah yang
dikuasai oleh ahli waris Pemberi hibah dalam putusan Nomor

269/Pdt.G/2019/PA.Ms?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antaralain

tual paﬁ:&an hibah tanah menurut Kompilasi

adalah :

ukum Islam.

Penelitian ini memp at yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu :
1.  Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapka anfaat, sebagai
berikut:

a. Memberikan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan
konsep dan teori tentang harta hibah dalam hukum waris menurut
ajaran Islam.

b. Menjadi landasan dan acuan untuk studi-studi yang akan datang

serta menjadi subjek penyelidikan lebih mendalam terkait dengan

harta hibah dalam hukum waris menurut hukum Islam.



2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai
berikut yaitu;
a. Bagi masyarakat
Dapat menyediakan sumber informasi bagi masyarakat umum, serta

profesional di bidang hukum, terutama berkaitan dengan hibah dalam

konteks hukum waris dalam Islam.

apa yang menjadi haknya.® Dengan kata lain, tee oteles menekankan
pada konsep memberi kepada setiap idividu sesuai haknya, baik itu berdasarkan
kualitas dan jasa mereka (keadilan distributif) maupun prinsip pertukaran yang adil

(keadilan komutatif).

Teori Kepastian Hukum adalah pandangan yang dikembangkan oleh

sejumlah ahli dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang bersifat

& Arifin Hamid, Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam
MemahamiRealitasnyadi Indonesia), Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011, him. 106-107



umum. Dalam konteks ini, kepastian hukum menunjukkan bahwa peraturan hukum
ada untuk menciptakan ketetapan dalam kehidupan sosial, bukan selalu untuk
mencapai prinsip keadilan dan manfaat. Sudah ada pandangan yang menyatakan
bahwa mencapai kepastian hukum mungkin akan mengorbankan keadilan dan
kemanfaatan. Konsep ini, yang dijelaskan oleh seorang ahli hukum Jerman bernama
Gustav Radbruch, berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap warga negara memiliki

perlakuan yang sama di mata hukum, sehingga mendorong para penegak hukum

ain itu, Abdul Ghofur
Anshori me ertian-famba ang-htbah-dalam hukum adat, yang
dikenal sebagai i i ﬁﬁ (berkarya hati). Ini
menggambarkan tinda erikan barang kepada orang lain sebagai tanda

kasih sayang, penghargaan, ungkapan terima ih, keakraban,

perhatian, dan sebagainya.®

F.  Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode
kualitatif, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti berikut:
1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan

9 Satjipto Raharjo, lImu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 69
10 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Gadjah MadaUniversity
Press, Yogyakarta, 2011, him. 60
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Yuridis Normatif.!! Ini adalah jenis penelitian hukum yang didasarkan
pada pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan
penelitian. Penelitian ini melibatkan pencarian peraturan-peraturan dan
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kasus-
kasus yang terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Hibah Tanah Yang
Disengketakan Dan Dikuasai Oleh Para Ahli Waris Pemberi Hibah

Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor

adap=Finjauan Hukum Terhadap

|Feh Para Ahli Waris

Hukum Islam (Studi
3. Untuk memperole diperlukan maka dilakukan penelitian 2 tahap
terdiri dari:
a. Penelitian kepustakaan (Librar i itian yang
dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahana hukum tersier.
Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:
1. Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang

mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

11 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)
Rajawali Pers, Jakarta,2001, him. 13-14
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a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam,

b. Putusan Pengadilan

c. Pasal 1666 KUHPerdata

2. Bahan Hukum Sekunder: Ini mencakup bahan-bahan yang berkaitan
dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta

memahami hukum primer. Contohnya adalah buku-buku, pendapat

iliki vansi dengan masalah yang diteliti

mengenai  Tinjauan Hukum Terhadap Hibah Tanah Yang

Disengketakan BPan Dikuasail ©leh Para=Ahl. Waris Pemberi Hibah

ihubungkan DUm

hukum sekunder.
sumber-sumber lain yang men
4. Pengumpulan Data
Dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Dalam pendekatan studi
kepustakaan ini, peneliti mengamati dan mempelajari berbagai sumber
seperti buku-buku, arsip-arsip, serta peraturan-peraturan yang relevan
dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis.

5. Analisis Data
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Data yang telah di peroleh akan dianalisis s dengan menggunakan
metode kualitatif berikut adalah bahan-bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini:

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam

G. Lokasi Penelitian

Iaiﬁgai berikut:

. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang




